
13 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung serta acuan penelitian ini. Data pendukung 

tersebut adalah jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini.  

1. Rice (2007)   

Penelitian yang dilakukan oleh Rice (2007) dengan mengambil judul “A Post-

Modern Cultural Competency Framework for Public Administration and Public 

Service Delivery”. Penelitian ini mengemukakan bahwa fokus pada budaya dan 

kompetensi budaya dalam administrasi publik dan pelayanan publik di Amerika 

Serikat berkembang sangat lambat dan, oleh karena itu, konsep belum diterima 

dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat administrasi publik dan sarjana 

pelayanan publik dan administrator. Singkatnya, konsep budaya dan kompetensi 

budaya dalam administrasi publik/pelayanan publik sebagian besar belum dipetakan 

dan dikelompokkan secara marjinal.  

Selanjutnya, pertimbangan budaya dan kompetensi budaya dalam administrasi 

publik dan pelayanan publik di Amerika Serikat kurang karena dua alasan, yaitu: (1) 

studi tradisional dan praktek di lapangan melihat perbedaan budaya dan variasi 

budaya dalam pemberian layanan publik dan badan publik tak terlihat, tidak sah, dan 

negatif; (2) fokus pada perbedaan budaya/variasi budaya tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip netralitas/kesetaraan tradisional (memperlakukan semua klien sama) 

menganjurkan dalam skenario buku sehubungan dengan kebutuhan klien tertentu 

dalam pelayanan publik.  

Dalam konteks administrasi publik dan pelayanan publik, budaya maka 

mempengaruhi pandangan individu, keluarga, atau kelompok terhadap kesehatan, 

kemiskinan, kesejahteraan, kejahatan dan daerah pelayanan sosial dan manusia 

lainnya serta hasil dari intervensi layanan instansi publik. Oleh karena itu, 

pemahaman budaya membantu penyedia pelayanan publik menghindari stereotip 

dan bias sementara pada saat yang sama mempromosikan dengan cara karakteristik 

positif dari kelompok-kelompok tertentu.  

Literatur terbaru menunjukkan setidaknya empat alasan penting untuk 

merangkul dan mendukung kompetensi budaya dalam administrasi publik dan 

pelayanan publik. Pertama, merangkul kompetensi budaya mengakui arti penting 

memahami konteks budaya di mana setiap pertemuan layanan publik langsung 
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terjadi. Kedua, memajukan kompetensi budaya memberikan kesempatan untuk 

mengatasi pelayanan publik yang tidak lengkap dan sering kali tidak akurat dan 

program publik yang diberikan kepada populasi minoritas. Ketiga, fokus pada 

kompetensi budaya meningkatkan relevansi administrasi, layanan dan program 

lembaga publik untuk kelompok-kelompok yang terbaik dapat memanfaatkan 

mereka. Keempat, memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam 

kompetensi budaya, profesional pelayanan lebih siap untuk melakukan pekerjaan 

mereka.  

Gap penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada konteks 

administrasi publik, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kebijakan 

publik. Selain itu dalam penelitian sebelumnya mengambil obyek kantor 

pemerintahan, sedangkan dalam penelitian ini mengambil obyek pada Perguruan 

Tinggi Kesehatan. 

 

2. Marsh (1996) 

Penelitian yang dilakukan oleh Marsh (1996) dengan judul “Cautionary Tales 

of Managing in the Internal Market: a comparative Look at Public and Private 

Sector Experiences of Support Services”. Artikel ini mengacu pada pekerjaan 

proyek dengan perusahaan swasta internasional selama tahun 1993 dan pada 

pekerjaan selama lima tahun terakhir dengan berbagai organisasi pelayanan publik 

termasuk pemerintah daerah, pemerintah dan kepercayaan pelayanan kesehatan/unit. 

Artikel ini mengambil melihat penyediaan layanan dukungan pusat untuk unit 

bisnis/layanan operasional, membandingkan organisasi sektor swasta dan publik. 

Aspek pasar internal sangat penting bagi manajer sektor publik, yang sekarang 

menghadapi tekanan yang signifikan pada dukungan layanan. Artikel ini akan 

mempertimbangkan: 

a. Apa perbedaan dan tidak seluruh sektor 

b. Apa tantangan manajer perlu untuk mengatasi untuk berhasil di pasar internal, 

menetapkan apakah sebagai pelanggan atau pemasok 

c. Apa implikasinya bagi pengembangan manajemen.  

Sektor publik menjadi semakin sadar akan manfaat yang akan diperoleh dari 

program kualitas layanan. Hasil studi menemukan hubungan antara kualitas 

pelayanan, kinerja pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menyoroti 

perlunya pendekatan berorientasi pelanggan yang berfokus pada peningkatan 

pengiriman kualitas pelayanan publik. Hasil menyoroti peran penting yang 

dimainkan oleh karyawan (dalam hal responsiveness, courtesy, dan credibility) 

dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja pelayanan.  
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Gap penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pelayanan publik, 

sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada penjaminan mutu internal pada 

Perguruan Tinggi Kesehatan, dimana penelitian sebelumnya lebih menyoroti peran 

penting yang dimainkan oleh karyawan, sedangkan penelitian sekarang menyoroti 

pada bagaimana penjaminan internal dapat meningkatkan mutu pendidikan pada 

Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

3. Mwita (2000) 

Penelitian yang dilakukan oleh Mwita (2000) dengan judul “Performance 

Management Model: A Systems-Based Approach to Public Service Quality”. 

Makalah ini membahas masalah dalam konteks model manajemen publik dan dibagi 

menjadi tiga bagian utama, yaitu: (1) mencakup kerangka konseptual Manajemen 

Publik dalam organisasi sektor publik umumnya sebagai paket dari Manajemen 

Publik Baru, yang diperkenalkan untuk pelayanan publik yang efektif; (2) implikasi 

teoritis dan praktis dari penerapan Manajemen Publik Baru dan model Manajemen 

Publik untuk pelayanan publik dalam konteks sistem pemerintah daerah; (3) model 

motivasi untuk merangsang perubahan diperkenalkan dalam rangka untuk memicu 

beberapa perubahan perilaku untuk kualitas PM.  

Makalah ini telah berusaha untuk menyoroti beberapa konsep dan sastra dari 

kerangka manajemen kinerja. Makalah ini berpendapat bahwa filsafat manajemen 

kinerja baru adalah pendekatan yang berfokus pada pelanggan kontemporer, yang 

bertujuan untuk meningkatkan penyampaian kualitas pelayanan publik.  

Kerangka teori dalam makalah ini menekankan penggunaan manajemen 

kinerja sebagai model sistem berbasis untuk budidaya “budaya prestasi” dalam 

organisasi sektor publik. Model manajemen kinerja adalah proses nilai tambah yang 

menghubungkan orang-orang dan pekerjaan dengan strategi dan tujuan organisasi 

dan sejumlah perencanaan manajerial, pengukuran dan kontrol teknik telah 

dirancang untuk memfasilitasi hubungan ini.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah konteks pembahasan 

dari sisi manajemen publik, sedangkan pada penelitian sekarang lebih menyoroti 

pada kebijakan publik terkait dengan penjaminan mutu internal. 

 

4. H. Asbeni, Ahmad Tohardi, dan Rusdiono (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Asbeni dkk (2013) dengan judul 

“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi 

Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas”. Makalah ini 

menegaskan bahwa melalui implementasi SPMI pada perguruan tinggi, diharapkan 

kemandirian sebuah perguruan tinggi dapat tercipta dengan sendirinya. Upaya untuk 
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mewujudkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi 

yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, maka salah satu elemen penting 

dalam SPMI-PT, suatu Perguruan Tinggi memiliki dan menerapkan prosedur yang 

memiliki standar. Demikian halnya pada Perguruan Tinggi Kesehatan seperti yang 

digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini, dimana SOP yang ada diterapkan 

sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai berdasarkan indikator teknis, administrasif 

dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit 

kerja yang bersangkutan.  

Dengan demikian, hasil makalah ini menegaskan bahwa untuk melihat 

bagaimana upaya Perguruan Tinggi membangun citra positif dalam pengelolaan 

lembaganya, maka dapat dilihat dari proses implementasi SPMI melalui SOP. Akan 

tetapi melihat permasalahan yang menunjukkan penerapan SOP belum melalui 

tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen 

SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di POLTESA dan belum 

dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Oleh karena itu, agar 

SOP dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan maka seluruh komponen dalam 

manajemen perguruan tinggi agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen 

bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas 

komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di 

lembaga harus mendorong ketersedian anggaran yang dapat mengoptimalkan proses 

penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana 

evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam 

mencapai tujuan Perguruan Tinggi.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus membahas penerapan SOP untuk mewujudkan implementasi SPMI 

dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus 

pada implementasi kebijakan SPMI. 

 

5. Dharma (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2007) judul “Analisis Pengaruh 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 Terhadap Peningkatan Kinerja 

Pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara”. Penerapan sistem 

manajemen mutu pada perusahaan jasa asuransi merupakan sesuatu  yang  sangat  

mendesak  (urgent)  agar  dapat  bersaing  dengan  perusahaan perusahaan  asuransi  

asing  yang  kini  semakin  banyak masuk  ke  Indonesia. Dengan masuknya 

perusahaan perusahaan asuransi asing ini menyebabkan perusahaan harus berusaha 

meningkatkan kualitas agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oleh 
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karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan pelanggan dan pasar PT Asuransi Jasa 

Raharja (Persero) melakukan peningkatan manajemen yaitu  dengan  menerapkan  

sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000.  

Akan tetapi, meskipun diberlakukan sistem manajeman mutu ISO 9001: 2000 

masih ditemukan permasalahan dalam kinerja rutin PT Asuransi  Jasa Raharja  

masih  sering  terjadi  waktu penyelesaian proses administrasi dan keuangan  tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, hal ini menunjukkan belum tercapainya 

tingkat pencapaian antara rencana kerja  dengan  hasil  kerja,  permasalahan  di  

bidang  keorganisasian  dan  sumber daya manusia juga belum begitu optimal 

dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh  penerapan  sistem manajemen mutu  ISO  9001: 2000  terhadap  kinerja  

karyawan  di  PT Asuransi Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.  

Penerapan  sistem manajemen mutu  ISO  9001: 2000 dalam penelitian ini 

dilihat dari keahlian, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, sumber daya 

organisasi, iklim organisasi, dan struktur organisasi, dimana hasilnya menunjukkan 

bahwa penerapan  sistem manajemen mutu  ISO  9001: 2000 tersebut berpengaruh 

terhadap kinerja.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus pada penjelasan sistem manajemen mutu ISO yang bertujuan 

meningkatkan kualitas agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

sedangkan pada penelitian sekarang ini lebih menyoroti bagaimana peran sistem 

penjaminan internal melalui SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan pada 

Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

6. Hendrawaty (2006) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawaty (2006) dengan judul 

“Pengembangan Konsep Manajemen Mutu Terpadu Bagi Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Jasa Keuangan Cabang Bandar Lampung”. Tujuan penelitian  ini 

adalah untuk mengembangkan  Konsep MMT bagi BUMN Jasa Keuangan, dimana 

hasilnya menemukan 6 elemen konsep MMT yang dipersepsikan penting dalam 

Pengembangan Konsep MMT bagi  BUMN Jasa Keuangan.  

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah suatu pendekatan berorientasi 

pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan 

perbaikan terus menerus terhadap proses, produk dan pelayanan suatu organisasi. 

Manfaat bagi badan usaha dengan diterapkannya MMT adalah perbaikan pelayanan, 

pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem 

manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. 

Sebagai tambahan, manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, 
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semangat dan rasa percaya diri karyawan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi 

serta peningkatan produktifitas dan efisiensi pelayanan pelanggan. Namun demikian, 

di sisi lain sesungguhnya masih banyak para pelaku bisnis masih mengahadapi 

kesulitan dalam memahami kekuatan dan manfaat MMT dalam memenuhi kualitas 

dan kinerja usaha yang direncanakan. Penyebabnya adalah sebagai suatu bidang 

ilmu belum ada suatu definisi standar atau tunggal dan menyeluruh tentang program-

program MMT. MMT hanya merujuk pada sebuah pendekatan, sebuah sistem, 

sebuah alat, sebuah teknik dan atau atau filosofi yang ditujukan untuk mencapai 

target kualitas tertentu.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus pada pengembangan konsep MMT (Manajemen Mutu Terpadu) 

pada perusahaan BUMN jasa Keuangan, sedangkan pada penelitian ini lebih 

menyoroti bagaimana peran sistem penjaminan internal melalui SPMI dalam 

peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

7. Turki dan Duffuaa (2003) 

Penelitian yang dilakukan oleh Turki dan Duffuaa (2003) dengan judul 

“Performance Measures for Academic Departments”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akademik Perguruan Tinggi. 

Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa bahwa institusi pendidikan memainkan 

peran penting dalam pengembangan daya saing bangsa. Kesuksesan institusi 

pendidikan dalam mencapai peran ini mengharuskan untuk memiliki rencana 

strategis yang didukung oleh mekanisme pemantauan, pengendalian, dan 

menyesuaikan. Selain itu kesuksesan institusi pendidikan juga tergantung dengan 

kinerja departemen akademik yang bersangkutan.  

Pengukuran kinerja harus didasarkan pada seperangkat tujuan yang terkait 

dengan misi departemen dan visi untuk masa depan. Pengukuran kinerja harus 

didasarkan pada perbandingan output dengan input. Pengembangan sebuah 

kumpulan ukuran kinerja yang sangat terkait dengan tujuan organisasi sangat 

penting untuk keberhasilan pelaksanaan rencana strategis. Ini membantu dalam 

memantau prestasi strategis dan mengendalikan kegiatan strategis.  

Sebuah sistem pengukuran kinerja harus dikembangkan untuk 

mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan kinerja departemen akademik. Kami mengusulkan sistem hirarki ukuran 

kinerja sehingga di atas kita memiliki beberapa langkah-langkah yang memberikan 

indikasi global kinerja departemen. Ini secara langsung terkait dengan misi 

departemen dan digunakan oleh universitas administrasi yang lebih tinggi untuk 

menilai departemen dan perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya. Tingkat 
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kedua dari sistem pengukuran kinerja mencakup tiga indikator utama untuk tiga 

komponen, input, proses dan hasil. Tingkat sistem pengukuran dapat digunakan oleh 

administrasi perguruan tinggi untuk menilai departemen dalam kampus dan 

mengalokasikan sumber daya. Tingkat ketiga dari sistem ini mencakup semua 

langkah yang rinci terkait dengan kegiatan dasar departemen.  

Ada proses kunci di departemen akademik dimana kegiatan utama yang 

disampaikan. Ada tiga proses utama yang perlu dievaluasi secara berkala dan 

mengukur kinerja mereka. Beberapa indeks yang diusulkan untuk mengukur kinerja 

proses ini adalah: 

1. Proses belajar mengajar 

2. Proses administrasi penelitian; dan 

3. Proses administrasi 

Dalam tulisan ini ukuran kinerja untuk departemen akademik yang diusulkan. 

Sebuah kriteria untuk memilih tindakan yang tepat disarankan. Pelaksanaan dan 

penggunaan ukuran kinerja dibahas dalam konteks sistem pendidikan Arab Saudi. 

Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menguji langkah-langkah ini dalam 

lingkungan yang berbeda dan menilai dampaknya. Juga, pekerjaan lebih lanjut 

diperlukan untuk merancang sistem informasi yang akan memfasilitasi penggunaan 

ukuran kinerja di departemen akademik.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus pada kinerja akademik Perguruan Tinggi dalam pengukuran 

administrasi perguruan tinggi, sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti 

bagaimana peran sistem penjaminan internal melalui SPMI dalam peningkatan mutu 

pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

8. Borahan dan Ziarati (2002) 

Penelitian yang dilakukan oleh Borahan dan Ziarati (2002) dengan judul 

“Developing a Quality Criteria for APPLICATIONS in the Higher Education Sector 

in Turkey”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan 

kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di sektor perguruan 

tinggi di Turki. Check-list diharapkan untuk membentuk dasar untuk strategi 

manajemen yang memanfaatkan sumberdaya manusia dan materi dari organisasi-

organisasi ini dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan akademik. Hal 

ini dilakukan dengan dasar adanya korelasi yang kuat antara daya saing suatu negara 

dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi yang tersedia di negara tersebut.  

Sebagian besar lembaga pendidikan di negara maju telah membentuk sistem 

jaminan kualitas dan kontrol pada tingkat yang berbeda kompleksitas dan 

efektivitas. Di banyak negara, pemerintah merasa perlu untuk menjamin kualitas 
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penghargaan yang diberikan oleh lembaga pendidikan mereka. Kebutuhan ini telah 

menjadi lebih mendesak di negara berkembang dan negara industri baru. Di negara-

negara industri baru, ada kekurangan dari sarjana dan bahan sumber daya untuk 

memenuhi tuntutan sosial untuk pendidikan tinggi. Karena kekurangan tersebut, 

pemerintah berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa sumber daya mereka 

terbatas diterapkan secara lebih efisien. Ini berarti bahwa lulusan harus memiliki 

kualifikasi yang dapat diterima dan bahwa pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman yang diperlukan sejalan dengan rencana pembangunan nasional, 

kebutuhan khususnya ekonomi.  

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kriteria kualitas 

check-list di telah menyebabkan pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO. 

Check-list diminta untuk mengidentifikasi strategi manajemen dan telah 

menyebabkan pengembangan model kualitas TQM. Sistem kualitas model yang 

didasarkan pada ISO 9000 dimana hal manufaktur telah diterjemahkan ke prosedur 

yang tepat untuk diadopsi dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini relevan untuk 

menyatakan bahwa Sistem Mutu ISO adalah lebih berkaitan dengan proses daripada 

kinerja siswa. Check-list akan memungkinkan persyaratan TQM yang akan 

dibangun dalam model kualitas TQM secara keseluruhan.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus pada pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO dalam 

mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di 

sektor perguruan tinggi, sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti bagaimana 

peran sistem penjaminan internal melalui SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan 

pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

9. Cheng dan Tam (1997) 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Tam (1997) dengan judul “Multi-

models of Quality in Education”. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada penekanan 

kuat pada mengejar kualitas pendidikan dalam reformasi pendidikan berkelanjutan 

baik dalam konteks lokal dan internasional. Kebijakan yang dikeluarkan untuk 

menerapkan perubahan pendidikan untuk kualitas pendidikan sering gagal karena 

kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang sifat kompleks mutu pendidikan 

di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tinggi.  

Dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan sistem pendidikan yang 

sebagian besar negara atau daerah di kawasan Asia-Pasifik telah diperluas dengan 

cepat. Saat ini, orang-orang di wilayah ini prihatin dengan tidak hanya kuantitas 

pendidikan tetapi juga kualitas pendidikan. Sebagai contoh, di Hong Kong, sejumlah 

upaya kebijakan telah dimasukkan ke dalam peningkatan aspek yang berbeda dari 
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pendidikan seperti kurikulum, pengajaran bahasa, bimbingan siswa, mahasiswa 

streaming, manajemen, rasio guru-murid, lingkungan fisik, dan pendidikan guru.  

Dalam rangka untuk memahami sifat kompleks kualitas pendidikan dan untuk 

mengembangkan strategi manajemen untuk mencapai itu, harus diperlukan untuk 

meninjau konsepsi atau model mutu pendidikan secara eksplisit atau implisit yang 

diselenggarakan oleh konstituen yang bersangkutan dalam praktek yang berbeda 

atau oleh para sarjana dalam penelitian. Penelitian ini memperkenalkan tujuh model 

kualitas dalam pendidikan yang meliputi model tujuan dan spesifikasi, model 

sumber masukan, model proses, model kepuasan, model legitimasi, model tidak 

adanya masalah, dan model pembelajaran organisasi.  

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuh model memiliki 

kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, dengan penekanan pada aspek yang 

berbeda dari proses untuk mengejar kualitas pendidikan. Penerapan mereka tidak 

universal dalam segala situasi dan kegunaan mereka sering dibatasi oleh kondisi 

kontekstual. Salah satu model dapat diterapkan dalam beberapa konteks tertentu 

tetapi tidak pada orang lain.  

Secara tradisional banyak orang cenderung menggunakan model ini secara 

terpisah untuk memastikan kualitas pendidikan. Tapi kita harus memperhatikan 

keterkaitan mereka dan menggunakan pendekatan komprehensif untuk 

menerapkannya dalam mengelola kualitas pendidikan. Dari perspektif sistem, tujuh 

model mutu pendidikan dapat saling dan hubungan mereka dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

Sebagai sistem, input, proses, dan output dari sebuah institusi pendidikan, dan 

umpan balik dari output ke input bentuk rantai, dan kinerja salah satu bagian 

mempengaruhi orang lain. Tujuan dari lembaga pendidikan termasuk tujuan 

masukan, tujuan proses, atau tujuan hasil dapat mencerminkan harapan, kebutuhan, 

dan spesifikasi-spesifikasi dari konstituen yang kuat. Pengadaan sumber daya yang 

langka untuk berfungsi (yaitu model sistem-sumber daya) yang efektif dan 

memastikan proses internal halus dan sehat dan pengalaman berbuah belajar (yaitu 

model proses) sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dan menghasilkan hasil pendidikan berkualitas tinggi. Pencapaian tujuan yang 

dinyatakan dan kesesuaian dengan diberikan spesifikasi-spesifikasi (yaitu tujuan dan 

spesifikasi-spesifikasi model) dapat membawa kepuasan kepada konstituen yang 

bersangkutan (yaitu model kepuasan).  

Selain itu, dengan membangun hubungan dengan masyarakat, membangun 

citra publik, dan menunjukkan akuntabilitas, sebuah lembaga pendidikan dapat 

mencapai posisi yang sah (yaitu model yang sah) untuk kelangsungan hidup dan 

reputasi kualitas. Kemudian, dengan hati-hati memantau program dan memeriksa 
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tanda-tanda ketidakefektifan melalui umpan balik, lembaga pendidikan dapat 

memastikan bahwa tidak ada masalah endemik yang muncul dalam kualitas 

pendidikan (yaitu tidak adanya model masalah). Akhirnya, lembaga pendidikan terus 

meningkatkan dan mengembangkan diri dalam semua aspek penting melalui belajar 

dari kesalahan dan lingkungannya (yaitu model pembelajaran organisasi). 

Tampaknya bahwa tujuh model mencerminkan penekanan yang berbeda pada aspek 

yang berbeda dari lembaga pendidikan dalam mengejar kualitas. Untuk mencapai 

kualitas total dalam pendidikan, penerapan semua model ini secara keseluruhan 

mungkin diperlukan.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang lebih fokus pada model kualitas dalam pendidikan yang diterapkan secara 

universal dalam segala situasi, sedangkan pada penelitian sekarang lebih menyoroti 

bagaimana peran sistem penjaminan internal melalui SPMI dalam peningkatan mutu 

pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

10. Delvin Grant, A. Erhan Mergen, Stanley Widrick (2004) 

Penelitian yang dilakukan oleh Grant et al (2004) dengan judul “A 

Comparative Analysis of Quality Management in US and International 

Universities”. Makalah ini membandingkan pelaksanaan program manajemen mutu 

pendidikan tinggi di AS dan lembaga-lembaga akademik internasional. 

Perbandingan ini didasarkan pada penggunaan model kualitas formal seperti ISO 

9000 dan Malcolm Baldrige Criteria. Kualitas desain, kualitas sesuaian, dan kualitas 

kinerja. Hasil yang menarik adalah tidak adanya Kualitas Kinerja antara universitas 

AS. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa komparatif terhadap penerapan 

manajemen mutu di perguruan tinggi di AS dan internasional.  

Alasan untuk kurangnya kualitas kinerja mungkin karena sulitnya 

mengumpulkan data eksternal untuk mengukur kinerja. Dalam beberapa kasus, data 

eksternal mungkin sulit untuk mendapatkan dan data mungkin hanya tersedia setelah 

jangka waktu. Misalnya, mengumpulkan kualitas kinerja data tentang kinerja alumni 

membutuhkan karyawan untuk berada di pekerjaan selama beberapa tahun. Hal ini 

juga mungkin memerlukan Universitas untuk bernegosiasi dan meyakinkan majikan 

untuk membuat data karyawan yang tersedia untuk Universitas.  

Alasan lain adalah bahwa hal itu mungkin sulit untuk memperoleh data karena 

undang-undang kerahasiaan karyawan dan privasi. Selain itu, alumni mungkin harus 

memberikan persetujuan majikan mereka untuk melepaskan catatan mereka. Alasan 

lain untuk kurangnya kualitas kinerja mungkin karena kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran mengukur kinerja. Hal ini umum bagi seseorang untuk merancang dan 

memberikan produk tetapi tidak pernah memantau atau mengukur kinerjanya.  
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Untuk membantu pelaksanaan masa depan kualitas kinerja dalam pendidikan, 

kita mengidentifikasi beberapa contoh data eksternal. Mereka termasuk: kinerja pada 

tes standar, penilaian karyawan kinerja lulusan, gaji entry-level lulusan, tingkat kerja 

lulusan, peringkat dan reputasi sekolah oleh sumber-sumber eksternal, peningkatan 

populasi siswa dan kualitas mahasiswa yang masuk.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

yang membahas penerapan manajemen mutu di perguruan tinggi di AS dan 

internasional yang lebih mengacu pada kualitas kinerja, sedangkan pada penelitian 

sekarang lebih menyoroti bagaimana peran sistem penjaminan internal melalui 

SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

11. Peterson Obara Magutu, Richard Bitange Nyaoga, Onserio Nyamwange, 

Richard Nyaanga Onger, dan Thomas Ogoro (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Magutu et al (2010) dengan judul “Quality 

Management Practices in Kenyan Educational Institutions:  the Case of the 

University of Nairobi”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Universitas 

Nairobi mencatat jumlah terbesar dari penerimaan mahasiswa untuk program gelar 

per tahun. Infrastruktur kualitas telah dianggap sebagai masalah operasional penting 

untuk Universitas Nairobi untuk mencapai tujuan yang diinginkan menjadi pusat 

keunggulan internasional. Terdapat banyak sertifikasi kualitas, dimana Universitas 

Nairobi telah menerapkan manajemen mutu untuk sebagian besar yang 100% di 

sebagian besar proses akademik ini. Kedua, kebijakan manajemen mutu adalah 

penting bagi suatu organisasi yang berkomitmen untuk pengiriman kualitas 

pelayanan. Universitas Nairobi untuk sebagian sangat besar telah memastikan bahwa 

Kebijakan Manajemen Mutu sesuai dengan tujuannya; dan menyediakan kerangka 

kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu.  

Ketiga, Universitas Nairobi memberikan bukti dari komitmennya untuk 

pengembangan dan implementasi dari Universitas Nairobi,  didefinisikan proses 

untuk memastikan akademik/pendidikan produk memenuhi komisi persyaratan 

peraturan Pendidikan Tinggi; pelaksanaan tindakan diperlukan untuk mencapai hasil 

yang direncanakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses pendidikan mereka; 

dan terakhir dikomunikasikan pentingnya pertemuan pelanggan serta persyaratan 

hukum dan peraturan. Dan beberapa sebagian besar didefinisikan proses untuk 

memastikan akademik/produk pendidikan yang memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Keempat, Universitas Nairobi memiliki sasaran mutu sampai batas yang 

ditetapkan yang sangat besar termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan 

produk di setiap fungsi (relevan) dan tingkat; didokumentasikan tujuannya termasuk 

persyaratan yang dibutuhkan untuk produk dengan sasaran mutu yang terukur; dan 
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terakhir perencanaan sistem manajemen kualitas dilakukan untuk memenuhi sasaran 

mutu dan persyaratan.  

Kelima, dokumentasi yang tepat dari setiap aspek proses dari suatu entitas 

sangat penting. Hal ini karena bertindak sebagai pusat referensi dan koreksi dapat 

dengan mudah dibuat dalam kasus pengalihan dari norma-norma apapun. 

Universitas Nairobi telah sampai batas membuat penggunaan yang sangat besar dari 

manual mutu yang didokumentasikan dengan baik; didokumentasikan semua 

dokumen yang dibutuhkan oleh University of Nairobi untuk memastikan 

perencanaan, operasi dan pengendalian proses dan terakhir didokumentasikan semua 

prosedur yang diperlukan oleh standar internasional.  

Keenam, Universitas Nairobi sebagian besar mengambil tindakan korektif 

untuk memastikan kesesuaian produk, ketika hasil yang direncanakan tidak tercapai; 

langkah-langkah dan proses monitor untuk menunjukkan kemampuan proses untuk 

mencapai hasil yang direncanakan; serta melakukan audit internal pada selang waktu 

terencana untuk menentukan apakah sistem manajemen kualitas sesuai dengan 

persyaratan dari ISO 9001:  2000.  

Ketujuh, tinjauan manajemen Universitas Nairobi mengevaluasi perlunya 

perubahan ke sistem manajemen kualitas Universitas Nairobi; bagaimana 

perwakilan Manajemen memberikan masukan manajemen puncak Universitas 

Nairobi pada kinerja sistem manajemen kualitas dan kebutuhan untuk perbaikan; 

bagaimana perwakilan Manajemen mempromosikan kesadaran tentang persyaratan 

pelanggan di seluruh Universitas Nairobi; bagaimana Manajemen Keluaran Ulasan 

Universitas Nairobi di Manajemen Mutu mencakup tindakan-tindakan untuk 

meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu dan Peningkatan proses produk 

yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Terakhir, bagaimana Manajemen 

Keluaran Ulasan Universitas Nairobi di Manajemen Mutu mencakup tindakan-

tindakan untuk sumber daya kebutuhan.  

Kedelapan, Universitas memberikan pelatihan atau melakukan tindakan lain 

untuk memenuhi kompetensi kebutuhan; bagaimana Universitas memastikan 

pemberitahuan personil tentang relevansi dan pentingnya kegiatan mereka dan 

bagaimana mereka memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran mutu; 

bagaimana Universitas telah direncanakan (didefinisikan urutan) proses dan sub-

proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk (untuk memiliki tempat untuk 

menghasilkan produk atau memberikan itu pelayanan akademik); bagaimana 

Universitas Nairobi mengidentifikasi; bagaimana mereka menentukan dan 

menyediakan personil yang kompeten untuk melakukan pekerjaan yang 

mempengaruhi kualitas; dan terakhir bagaimana manajemen Universitas Nairobi 
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menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.  

Kesembilan, proses perubahan Universitas Nairobi mencakup evaluasi 

pengaruh perubahan pada bagian, yang merupakan kampus. Mereka juga pasti 

menetapkan bagaimana kriteria Universitas Nairobi untuk seleksi, evaluasi, dan 

reevaluasi pemasoknya; bagaimana validasi untuk proses penyediaan produksi dan 

jasa dilakukan yaitu Re-validasi; bagaimana Universitas Nairobi memonitor 

informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah Universitas Nairobi 

telah memenuhi persyaratan pelanggan.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

lebih membahas manajemen mutu sesuai dengan persyaratan dari ISO 9001: 2000, 

sedangkan pada penelitian sekarang lebih menyoroti bagaimana peran sistem 

penjaminan internal melalui SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan pada 

Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

12. Supriyanto (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2008) dengan mengambil judul 

“Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang dikenai penjaminan mutu pada 

masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah, mengetahui proses penjaminan mutu yang dilakukan 

pada masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta menemukan model penjaminan mutu bagi 

Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah.  

Hasil ini menyimpulkan bahwa dalam universitas Muhammadiyah terdapat 

dua karakter proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Akibat dari 

perbedaan unsur yang dikenai penjaminan mutu dan proses pelaksanaannya 

menjadikan proses pelaksanaan penjaminan mutu di universitas Muhammadiyah ada 

yang bersifat laten dan radikal. Pada universitas Muhammadiyah yang sedang 

berkembang cenderung bersifat laten sehingga pelaksanaan penjaminan mutu 

sebatas pelaksanaan ujian pada pertengahan dan akhir perkuliahan atau 

melaksanakan perkuliahan dengan jumlah tatap muka tertentu. Dalam kategori ini 

perguruan tinggi yang melaksanakan model penjaminan mutu seperti ini misalnya 

Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

dan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sedangkan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang lebih maju proses pelaksanaan penjaminan mutu condong 

bercorak radikal yaitu mulai menerapkan penjaminan mutu dalam bentuk kegiatan 
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khusus yang tersendiri dengan menempatkan kelembagaan secara tersendiri bahkan 

dalam status mandiri serta disediakan anggaran maupun personil sendiri. Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang telah maju pada tahapan radikal ini pada umumnya 

telah terdokumentasikan sejumlah instrumen khusus pendukung pelaksanaan 

penjaminan mutu seperti adanya standar akademik, prosedur pelaksanaan maupun 

perangkat lainnya. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah memasuki tahapan 

seperti ini adalah Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta walaupun dalam 

pelaksanaannya berbeda-beda.  

Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya 

lebih membahas model penjaminan mutu Perguruan Tinggi, sedangkan penelitian 

sekarang lebih menyoroti bagaimana peran sistem penjaminan internal melalui 

SPMI dalam peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Kesehatan. 

 

2.2 Critical Review 

Penelitian Rice (2007) mengaitkan kompetensi budaya dengan praktek 

administrasi publik/pelayanan publik, dimana perbedaan budaya penting dalam 

penyampaian layanan publik. Dalam temuan tersebut, administrasi publik yang 

kompeten secara budaya memerlukan beberapa atribut seperti kesesuaian budaya, 

aksesibilitas budaya, dan penerimaan budaya. Akan tetapi, tidak dijelaskan 

pentingnya atribut-atribut tersebut secara detail.  

Temuan penelitian Marsh (1996) menunjukkan pentingnya sektor publik 

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas melalui kinerja layanan yang optimal 

guna menciptakan kepuasan pelanggan terhadap layanan publik. Dengan demikian, 

peningkatan tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan berorientasi pelanggan. 

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya peran pegawai dalam menyelenggarakan 

pelayanan yang berkualitas pada sektor publik. Temuan penelitian Mwita (2000) 

menyoroti konsep kerangka manajemen kinerja baru, dimana pendekatan tersebut 

berfokus pada pelanggan kontemporer. Melihat temuan tersebut dapat dikatakan 

bahwa manajemen kinerja baru penting karena manajemen kinerja tradisional sudah 

tidak efektif untuk dipergunakan dalam kondisi bisnis saat ini dan yang akan datang.  

Dalam temuan penelitian Asbeni dkk (2013) disebutkan cara untuk 

menerapkan proses SOP. Akan tetapi belum terlaksananya pengawasan yang 

dilakukan menyebabkan penerapan SOP sebagai dokumen penetapan standar 

prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh lembaga tidak dapat dinilai proses 

pelaksanaannya. Melihat temuan tersebut maka sangat penting memaksimalkan SOP 

untuk mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI 
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di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi 

SPMI.  

Temuan Dharma (2007) menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu ISO 

9001:2000 yang meliputi keahlian, pendidikan, pengalaman, sumber daya 

organisasi, iklim organisasi, dan struktur organisasi memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Dalam hal ini terlihat bahwa pentingnya suatu 

standar untuk  sistem manajemen kualitas dalam peningkatan kinerja karyawan di 

dalam organisasi tersebut, karena dengan adanya standar yang ditentukan maka 

setiap aktivitas dalam organisasi diharuskan mengacu pada sistem manajemen 

kualitas tersebut.  

Temuan Hendrawaty (2006) menunjukkan terdapat 6 faktor guna untuk 

konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT) bagi BUMN Jasa Keuangan Cabang 

Bandarlampung, dimana elemen MMT yang terdiri dari faktor pendidikan dan 

dukungan perangkat analisis, faktor manajemen fasilitas, faktor komitmen 

manajemen dan kepemimpinan kualitas, faktor fokus pada pelanggan, faktor 

pengukuran dan faktor patok duga menjadi elemen penting dalam pengembangan 

konsep Manajemen Mutu Terpadu.  

Penelitian Turki dan Duffuaa (2003) menggunakan landasan teori kinerja 

akademik pada jurusan/departemen perguruan tinggi, dimana tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 

akademik perguruan tinggi. Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga 

proses utama yang perlu dievaluasi secara berkala, yaitu proses belajar mengajar, 

proses administrasi penelitian dan proses administrasi. Penelitian ini secara jelas 

menjelaskan karakteristik ukuran kinerja yang memadai serta pengukuran kinerja 

untuk departemen akademik, sehingga dapat memberikan wacana mengenai 

pengukuran kinerja akademik Perguruan Tinggi secara hierarkis berdasarkan 

ukuran-ukuran hasil untuk masing-masing kategori: input, proses dan output.  

Temuan penelitian Borahan dan Ziarati (2002) menunjukkan pentingnya 

pengembangan kriteria-kriteria untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, dimana 

pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan model kualitas TQM yang 

didasarkan pada ISO 9000. Dalam temuan ini menunjukkan bahwa sistem mutu ISO 

lebih berkaitan dengan proses daripada kinerja. Dalam temuan ini juga menjelaskan 

bahwa pelaksanaan kriteria kualitas check-list di telah menyebabkan pengembangan 

model kualitas TQM berbasis ISO, dimana checklist dilakukan dengan menilai 

Manajemen Program dan Operasi, Kurikulum Desain dan Struktur, Mengajar, 

Belajar dan Penilaian, Dukungan mahasiswa dan Bimbingan, Sumber Belajar, 

Jaminan Mutu dan Peningkatan, Mahasiswa Kemajuan dan Prestasi.  
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Dalam temuan Cheng dan Tam (1997) disebutkan bahwa terdapat tujuh model 

yang memiliki kekuatan dan kelemahan dengan penekanan pada aspek yang berbeda 

dari proses untuk mengejar kualitas pendidikan. Penelitian yang berutujuan untuk 

menganalisis sistem manajemen mutu perguruan tinggi dan mengusulkan mutu 

multi-model bagi pendidikan di Perguruan Tinggi ini dapat menjelaskan pentingnya 

tujuh model yang mencerminkan penekanan yang berbeda pada aspek yang berbeda 

dari lembaga pendidikan dalam mengejar kualitas untuk mencapai kualitas total 

dalam pendidikan, penerapan semua model ini secara keseluruhan mungkin 

diperlukan.  

Penelitian Grant et al (2004) yang bertujuan untuk melakukan analisa 

komparatif terhadap penerapan manajemen mutu di perguruan tinggi di AS dan 

internasional yang didasarkan pada penggunaan model kualitas formal seperti ISO 

9000 dan Malcolm Baldrige Criteria menunjukkan bahwa kurangnya kualitas kinerja 

dikarenakan kesulitan mengumpulkan data eksternal untuk mengukur kinerja. 

Temuan penelitian Magutu et al (2010) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

manajemen mutu di Universitas Negeri Nairobi Keny. Dalam temuannya 

menunjukkan bahwa infrastruktur manajemen mutu dipandang sebagai isu 

operasional yang paling kritis untuk mencapai tujuan perguruan tinggi menjadi 

universitas kelas internasional. Kebijakan manajemen mutu perguruan tinggi dinilai 

sesuai dengan tujuannya, dan ini menyediakan kerangka kerja bagi mewujudkan 

tujuan-tujuan mutu.  

Penelitian Supriyanto (2008) yang bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur 

yang dikenai penjaminan mutu pada masing-masing Perguruan Tinggi, proses 

penjaminan mutu yang dilakukan pada masing-masing Perguruan Tinggi, serta 

model penjaminan mutu bagi Perguruan Tinggi. Dimana hasilnya menjelaskan 

bahwa unsur penjamin mutu adalah pihak oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

Badan Pelaksana Harian (BPH) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Model 

penjaminan mutu ini memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya dan sederhana 

perangkat dan mekanismenya sehingga sesuai dengan karakter Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Mekanisme model dilakukan dengan diawali komitmen Pimpinan 

kemudian menformulasikan standar mutu oleh unsur penjaminan mutu kemudian 

dilaksanakan melalui penilaian diri dosen dan kelembagaan secara mandiri. 

Berdasarkan penilaian dilakukan pengembangan akademik dan ideologi kepada 

civitas akademika.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan bahwa sektor 

Pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh dunia sering digambarkan sebagai 

lingkungan yang bergolak dan dinamis. Tuntutan dan perubahan politik baik di 

tingkat global, regional dan nasional memacu terjadinya perubahan di masing-
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masing negara dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan mereka. 

Adanya proyek multinasional seperti HPEQ (Health Professional Education 

Quality), implementasi pencanangan regional seperti SDGs, roadmap ASEAN 

Community 2011-2015 dan 2015-2019, juga perubahan kebijakan SPM-PT dari 

Dirjen Dikti akan mempengaruhi penataan sektor Pendidikan tinggi bidang 

kesehatan. Perubahan dan tuntutan ini telah menempatkan isu sistem penjaminan 

mutu pendidikan tinggi pada agenda pemerintah nasional dan masing-masing 

lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan (Ditjen Dikti, 2011).  

Meskipun telah ada kemajuan yang telah dilakukan melalui penelitian dan 

perdebatan, masih belum ada konsensus universal tentang bagaimana cara terbaik 

untuk mengelola sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi di seluruh dunia. 

Salah satu alasan utama untuk ini adalah pengakuan bahwa mutu adalah konstruk 

yang kompleks dan multi-dimensional, khususnya di lingkungan Pendidikan tinggi 

(Cheng dan Tam, 1997; Becket dan Brookes, 2006). Akibatnya, pengukuran dan 

manajemen mutu telah menciptakan sejumlah tantangan. Hal ini, pada gilirannya, 

telah menyebabkan adopsi berbagai praktek manajemen mutu dalam berbagai negara 

dan Pendidikan tinggi mereka, banyak diantaranya yang memanfaatkan model 

penjaminan mutu industri yang sudah ada.  

Hasil-hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sejumlah sistem 

penjaminan mutu di Perguruan tinggi awalnya dikembangkan untuk industri. 

Pendekatan ini telah menghasilkan sejumlah manfaat untuk mengelola mutu Sekolah 

Tinggi dan Akademi di bidang kesehatan, namun ada juga sejumlah keterbatasan 

yang terkait dengan penerapan dan relevansi model ini di Perguruan tinggi. Secara 

internasional, model yang paling sering ditarik atas penjaminan mutu adalah model 

manajemen mutu total (TQM) (Motwani dan Kumar, 1997; Cruickshank, 2003). 

TQM memiliki potensi untuk mencakup perspektif pemangku kepentingan yang 

berbeda secara terpadu dan dengan demikian adalah pendekatan komprehensif untuk 

manajemen mutu yang dapat memfasilitasi perubahan dan inovasi. Model-model 

penjaminan mutu yang telah diuji dalam lingkungan Pendidikan Tinggi dirangkum 

dan didefinisikan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Model-Model Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi 

Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

TQM Pendekatan manajemen 

organisasi, yang berpusat 

pada mutu, berdasarkan 

partisipasi semua 

anggotanya dan bertujuan 

sukses jangka panjang 

melalui kepuasan pelanggan 

dan manfaat bagi semua 

anggota organisasi dan 

masyarakat 

 Seeman dan O‟Hara (2006), 

USA  

 Thakkar et al (2006), India 

 Popli (2005), India 

 Roberts dan Tennant (2003), 

UK 

 Cruickshank (2003), USA, 

Australia and UK 

 Widrick et al, (2002), USA 

 Aly dan Akpovi (2001), 

USA 

 Motwani danKumar (1997), 

USA 

 Hendrawaty (2006), 

Indonesia 

 Çiçek dan Mohammded 

(2014), Turki 

Kelebihan: 

 Mengintegrasikan TQM dengan 

strategi dan mengaitkan tujuan 

dengan proses melalui 

selfassessment 

 Mendorong pemikiran tentang 

aspek berwujud dan tidak berwujud 

bagi kegiatan akademik di 

Perguruan tinggi 

 Mengidentifikasi proses kunci dan 

aspek operasional yang diperlukan 

dalam desain dan pengiriman 

layanan sejalan dengan tuntutan 

pelanggan 

 Menunjukkan perbaikan termasuk 

layanan pelanggan, proses 

Perguruan tinggi, moral staf dan 

fakultas, mutu kuliah dan dalam 

mempekerjakan personil.  
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Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

Keterbatasan: 

 Kesulitan dalam mentransfer  

prinsip TQM yang dikembangkan 

untuk industri untuk lingkungan 

perguruan tinggitermasuk 

menentukan output; otonomi staf 

akademik; birokrasi; aplikasi untuk 

struktur yang kompleks; definisi 

peran mahasiswa dalamPerguruan 

tinggi (pelanggan atau co-produser) 

 Lebih relevan dengan fungsi 

layanan akademik daripada mutu 

pengajaran 

 Tantangan mengenai keterampilan 

kepemimpinan dan perencanaan 

strategis lembaga yang lebih besar 

 Kurangnya penerimaan dan 

penerapan TQM di lingkungan 

perguruan tinggi 

 Kontrol ilmiah kurang mungkin 

dalam lingkungan perguruan tinggi 
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Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

bila dibandingkan dengan industri 

manufaktur 

EFQM Excellence 

Model 

Kerangka non-preskriptif 

yang menetapkan 9 kriteria 

(dibagi antara enabler dan 

hasil), cocok untuk setiap 

organisasi untuk menilai 

kemajuan menuju 

keunggulan 

 Calvo-Mora et al, (2006), 

Spain 

 Tari, (2006), Spain 

 Hides, et al (2004), UK 

Keunggulan 

 Peta masalah manajemen yang 

terpadu, berguna untuk 

mengamankan kepercayaan 

stakeholder 

 Berguna sebagai dasar self-

assessment 

 Tes hubungan antara enabler / hasil 

Keterbatasan: 

 Lebih relevan dengan fungsi 

layanan 

 Dilema menerapkan bahasa bisnis 

untuk sektor publik 

 Bisa mencapai waktu 3-5 tahun 

sebelum adanya manfaat yang jelas 

 Tantangan mengenai keterampilan 

manajerial dan komitmen tingkat 

atas di lingkungan Perguruan tinggi 
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Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

 Kurangnya integrasi antara EFQM 

dan mekanisme kontrol mutu 

Perguruan tinggi 

Balanced 

Scorecard 

Kinerja/sistem manajemen 

strategis yang 

memanfaatkan 4 perspektif 

pengukuran: keuangan, 

pelanggan, proses internal, 

serta pembelajaran dan 

pertumbuhan.  

 Chen dan Shiau (2006), 

Taiwan 

 Cullen et al, (2003), UK 

Keunggulan: 

 Scorecard digunakan untuk 

mengelola bukan hanya memantau 

kinerja 

 Fokus pada manajemen kinerja dan 

evaluasi 

 Staf memahami target kinerja 

 Peningkatan anggaran, alokasi 

sumber daya dan sistem 

penghargaan 

 Sistem dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan 

Keterbatasan: 

 Indikator kinerja memerlukan 

identifikasi yang spesifik dan 

cermat dengan situasi dan dapat 

disfungsional kecuali didasarkan 

pada strategi 



34 

 

 

 

Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

Malcolm Baldridge 

Award 

Berdasarkan kerangka 

keunggulan kinerja yang 

dapat digunakan oleh 

organisasi untuk 

meningkatkan kinerja. 7 

kategori kriteria: 

kepemimpinan; perencanaan 

strategis; pelanggan dan 

fokus pasar; pengukuran, 

analisis, dan pengetahuan 

manajemen; Fokus sumber 

daya manusia; proses 

manajemen; dan hasil.  

Arif dan Smiley (2004), USA Keunggulan: 

 Terbukti dalam unsur-unsur 

operasional; perencanaan strategis 

dan anggaran, karir, penjangkauan 

dan layanan informasi 

 Mungkin berdiri segera dan jangka 

panjang 

ISO 9000 Series Standar internasional untuk 

sistem jaminan mutu 

generik. Fokus dengan 

perbaikan terus-menerus 

melalui tindakan preventatif. 

Unsur penjaminan mutu 

adalah kualitas layanan 

kepada pelanggan dan 

 Sohail et al (2003), Malaysia 

 Shutler dan Crawford 

(1998),Singapore 

 Lestari (2012), Indonesia 

 Sumahdumin (2010), 

Indonesia 

 Kurniady (2008), Indonesia 

 Semuel dan Zulkarnain 

Keunggulan: 

 Sertifikasi mutu dapat 

meningkatkan kondisi kinerja 

antar-departemen,pendaftaran 

mahasiswa, dan staf / kepuasan 

pemasok 

 Perbaikan berkelanjutan dicapai 

melalui tindakan pencegahan 
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Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

persyaratan peraturan, dan 

upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan mencapai 

perbaikan terus-menerus.  

(2011),Indonesia 

 Utami dan Basista (2011), 

Indonesia 

 Vouzas (2011), Yunani 

 Dharma (2007), Indonesia 

Keterbatasan: 

 Kontrol Ilmiah kurang dicapai 

dalam pendidikan tinggi daripada 

di manufaktur 

Business Process 

Reengineering 

Sistem untuk 

memungkinkan desain ulang 

proses bisnis, sistem dan 

struktur untuk mencapai 

peningkatan kinerja. Hal ini 

berkaitan dengan perubahan 

dalam lima komponen: 

strategi, proses, teknologi, 

organisasi dan budaya.  

 Sohail, et al, (2006), 

Malaysia 

 Welsh dan Dey (2002), USA 

Keunggulan: 

 Metode yang Cost effective untuk 

akuntabilitas 

 Memungkinkan organisasi untuk 

melakukan perbaikan didorong 

melalui re-fokus inti proses untuk 

meningkatkan baik tingkat layanan 

dan produktivitas 

 Membawa sejumlah luas 

pandangan pemangku kepentingan  

 QMS 2000 di University of 

Louisville telah secara signifikan 

meningkatkan penggunaan data 

untuk tujuan penjaminan mutu 
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Model/Sistem Definisi Peneliti (Tahun), Negara Kelebihan dan Keterbatasan 

Modified 

SERVQUAL 

Instrumen yang dirancang 

untuk mengukur persepsi 

konsumen dan harapan 

tentang kualitas layanan di 5 

dimensi: reliabilitas, 

tangibles, responsiveness, 

assurance dan empati dan 

untuk mengidentifikasi 

kesenjangan ada.  

 Markovic (2006), Croatia 

 Abdullah, F. (2006), 

Malaysia 

Keunggulan: 

 Memungkinkan penilaian 

pandangan pelanggan internal dan 

eksternal yang penting 

dalamlingkungan yang kompetitif 

Keterbatasan: 

 Dampak budaya mahasiswa 

terhadap persepsi kepentingan 

berbagai elemen Perguruan tinggi 

sehingga berpengaruh juga 

terhadap persepsi mutu 

 Indikator kinerja yang berkaitan 

dengan proses manajemen tapi 

tidak mengatasi mutu pendidikan 

 

Model-model yang dikembangkan untuk penjaminan mutu Perguruan tinggi di atas yang di berbagai negara awalnya meniru 

TQM dan berkonsentrasi pada pengembangan proses yang sistematis yang diperlukan untuk mencapai perbaikan mutu Pendidikan 

tinggi yang terukur. Misalnya, balanced scorecard membutuhkan identifikasi indikator yang sesuai kinerja dan European 

Framework for Quality Model (EFQM), performance enablers dan hasil. Satu pengecualian adalah SERVQUAL, model yang 

berfokus pada penilaian mutu dari perspektif konsumen.  
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Model-model penjaminan mutu Perguruan tinggi yang tercantum dalam tabel 

di atas telah diuji dan telah diidentifikasi baik keunggulan dan keterbatasan dalam 

aplikasi mereka untuk Perguruan tinggi. Manfaat utama dari semua model 

diidentifikasi menjadi kebutuhan bagi lembaga Pendidikan tinggi untuk mengadopsi 

pendekatan strategis untuk pengukuran mutu dan manajemen (lihat misalnya, Cullen 

et al, 2003; Roberts dan Tennant, 2003). Namun, seperti ditunjukkan di tabel di atas, 

ada manfaat nyata yang terkait dengan model tertentu untuk pemangku kepentingan 

Perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya, model TQM berhubungan dengan 

perbaikan dalam layanan pelanggan dan moral fakultas; balanced scorecard 

dilaporkan meningkatkan penganggaran, alokasi sumber daya dan sistem reward 

dan ISO 9000 telah menyebabkan perbaikan dalam kondisi kerja antar-departemen 

dan pendaftaran mahasiswa. Model ini juga menggabungkan perspektif mahasiswa 

sebagai pelanggan, isu yang berkembang penting dalam lingkungan yang semakin 

kompetitif. Manfaat akhir adalah bahwa semua model memfasilitasi identifikasi 

prioritas dalam upaya peningkatan mutu Perguruan tinggi.  

Namun, keunggulan-keunggulan untuk masing-masing model tersebut harus 

berdamai dengan sejumlah keterbatasan terutama terkait dengan dilema menerapkan 

model bisnis dalam konteks Perguruan tinggi. Misalnya, struktur birokrasi dalam 

Perguruan tiggi dan kurangnya kepemimpinan yang efektif dilaporkan merusak 

penerapan model (Cruickshank, 2003; Mizikaci, 2006). Efektivitas model, 

khususnya model TQM, juga bergantung terutama pada pendekatan berbasis tim 

yang membuktikan peran otonom tradisional akademisi (Srikanthan dan Dalrymple, 

2004). Meskipun tidak terlihat dari tabel di atas, ada juga perdebatan lanjutan 

tentang peran mahasiswa sebagai pelanggan atau co-produser dalam sistem 

pendidikan tinggi (Motwani dan Kumar, 1997; Tam 2002) dan ini memiliki dampak 

pada pengukuran dan manajemen mutu di Perguruan tinggi bila menggunakan 

model-model industri maju. Selain itu, ada kesulitan dalam mengukur output 

Pendidikan tinggi untuk tujuan penilaian diri. Ketika menilai output, model 

dilaporkan memiliki penerapan yang jauh lebih besar dalam mengukur fungsi-fungsi 

administratif atau layanan dalam Pendidikan tinggidaripada mutu penelitian atau 

pengajaran dan pembelajaran (Aly dan Akpovi, 2001; Cruickshank, 2003; 

Srikanthan dan Dalrymple, 2004). Karena produk mendasar pendidikan tinggi 

adalah pembelajaran mahasiswa, ini akan muncul menjadi kelemahan utama.  

Mengingat keterbatasan ini, ada kekhawatiran bahwa penjaminan mutu 

Perguruan tinggi perlu fokus pada pengalaman belajar mahasiswa, terutama 

mengingat kekuatan lingkungan saat ini seperti meningkatnya persaingan, 

akuntabilitas dan pemangku kepentingan harapan internasional, berdampak mutu 

pada pendidikan tinggi. Dalam menanggapi masalah ini, telah terjadi peningkatan 
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upaya yang dilakukan untuk mengembangkan model penjaminan mutu khusus untuk 

Perguruan tinggi. Akademisi di berbagai belahan dunia telah berusaha untuk 

mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencerminkan karakteristik unik 

dari Perguruan tinggi dan pentingnya pengalaman belajar mahasiswa. Tabel berikut 

memberikan gambaran tentang sistem-sistem penjaminan mutu spesifik untuk 

Perguruan tingi. 
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Tabel 2.2 Model/Sistem Penjaminan Mutu yang Dikembangkan Spesifik 

Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

Model untuk Manajemen 

Mutu Pendidikan Tinggi 

 

 Srikanthan dan Dalrymple 

(2004), Australia 

 Magutu et al (2010), Kenya 

 Pendekatan ini didasarkan pada bukti-bukti dari 

literatur pendidikan 

 4 metodologi; transformatif; engagement theory of 

programme quality; metode untuk mengembangkan 

pembelajaran; strategi untuk mencapai sebuah 

perguruan tinggi yang responsive 

 Dalam pengajaran dan penelitian, mahasiswa adalah 

partisipan dan fokusnya adalah pada pembelajaran 

mereka 

 Pelaksanaan model yang berfokus pada filosofi dan 

pendekatan untuk belajar mahasiswa dan metode 

yangmelahirkan sebuah kolaborasi yang dinamis di 

sekitar belajar mahasiswa 

 Merekomendasikan langkah dari ritual pengajaran 

untuk fokus pada belajar mahasiswa, produktivitas 

akademik dankinerja organisasi 

 Perubahan radikal pada belajar mahasiswa sebagai 

kriteria utama 

Excellence Model Pires da Rosa,et al, (2003), 

Portugal 

 Berdasarkan penelitian empiris, 9 kriteria 

mendukung analisis diri dan bertindak sebagai 
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

sumber untuk peningkatan mutudan memimpin 

pembangunan strategis 

 Manajemen mutu yang terkait dengan kegiatan 

evaluasi meliputi pengajaran dan penelitian dan 

yang dianggap oleh peserta sebagai positif 

Academic Award Model Badri dan Abdulla (2004),UAE  Fokus dengan pengajaran, penelitian dan layanan 

untuk mengembangkan pendekatan yang lebih 

eksplisit untuk fakultas terutma diberlakukannya 

imbalan / penghargaan 

 Model termasuk kriteria untuk diversifikasi, 

pengembangan kuliah, produksi material, evaluasi 

mahasiswa, portofolio mengajar dan kontribusi 

untuk konferensi dan lokakarya 

Model to Assess Quality of 

Student Experience and 

Learning Outcomes 

Tam (2006), Hong Kong  Penilaian mutu dalam Pendidikan tingi harus diukur 

dalam hal pertumbuhan mahasiswa, termasuk 

kognitif dan aspek non-kognitif pembelajaran, 

keterampilan dan kepuasan 

 Menyelidiki hubungan antara pengalaman di 

perguruan tinggi dan hasil-hasil mahasiswa sebagai 

sarana yang menentukan keberhasilan perguruan 

tinggi dalam memenuhi tujuan pendidikan  
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

 Instrumen yang dirancang untuk membantu 

memahami pengalaman mahasiswa 

Multi – modelsof Quality in 

Education 

Cheng danTam(1997), HongKong  Mengidentifikasi 7 unsur penjaminan mutu dalam 

pendidikan tinggi dan menekankan kompleksitas 

mengejar mutu pendidikan 

 Efektivitas dan kualitas konsep yang digunakan 

untuk memahami kinerja, sehingga pendekatan 

perlulebih  komprehensif dan mengambil tujuan 

jangka panjang 

 Masalah lintas budaya memerlukan penyelidikan 

lebih lanjut 

Performance Measures for 

Academic Departments 

Al-Turki dan Duffuaa (2003),Saudi 

Arabia 

 Mengadopsi pendekatan sistem dan 

mengidentifikasi ukuran  kinerja untuk 

mengevaluasi produktivitas, efisiensi,efektivitas, 

struktur internal, pertumbuhan dan perkembangan 

 Model pengukuran kinerja hirarkis didasarkan pada 

ukuran hasil untuk setiap kategori - input,proses dan 

output 

Internal Audit Reid dan Ashelby 

(2002), UK; Becket dan Brookes 

(2006), UK 

 Mengidentifikasi manfaat nyata dari audit internal, 

seperti: perubahan budaya yang signifikan yang 

dapat menegakkan kembali peningkatan mutu, 
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

membuat keterlibatan staf, serta manfaat bagi 

lembaga 

 Mempertimbangkan manajemen program, 

pengembangan dan evaluasi, pengembangan staf, 

penilaian mahasiswa, proses pemeriksaan eksternal, 

penyediaan kolaboratif dan nilai tambah 

 Model untuk mengevaluasi manajemen mutu 

pendekatan di departemen 

 6 dimensi diidentifikasi: perspektif 

internal/eksternal, kualitatif/informasi kuantitatif, 

snapshot rentang waktu, dimensi mutu yang dinilai, 

dan sistem elemen 

Quality Dimensions 

Framework 

Owalia dan Aspinwall 

(1996), UK 

30 karakteristik mutu yang berbeda diidentifikasi untuk 

lingkungan penididikan tinggi menggunakan dimensi 

umum yang mendefinisikan mutu diambil dari 

manufaktur/software dan metode layanan 

Programme Evaluation 

Model 

Mizikaci (2006),Romania Mempertimbangkan Perguruan tinggi sebagai sistem 

(input, proses dan output) untuk evaluasi program dan 

mengidentifikasi sosial,sistem teknis dan manajemen 

 

Quality Management Grant, et al (2004); Widrick et  Mengidentifikasi dimensi kualitas di HE - kualitas 
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

Framework al(2002), USA desain, kesesuaian dan kinerja 

 Kualitas kinerja  paling  tidak mungkin untuk 

dipertimbangkan 

Subject Quality Assurance 

System 

 Martens dan Prosser (1998), 

Australia 

 Mavil (2013), EU dan Amerika 

Latin 

 Nguyen (2012), Vietnam 

 Waghmare et al (2014), India 

 Belawati dan Zuhairi (2007), 

Indonesia 

 Sistem penjaminan mutu untuk memungkinkan  

review sistematis dan peningkatan pembelajaran, 

memungkinkan untuk persyaratan disiplin khusus.  

 Fokusnya adalah pada peningkatan belajar 

mahasiswa 

 SPMI ditempatkan dalam domain kebijakan publik 

ISO – Based TQM Model Borahan dan Ziarati (2002),Turkey  Kombinasikan TQM, Malcolm Baldridge dan ISO 

9000 di Amerika Serikat dan Inggris untuk 

mengidentifikasi kriteria mutu Perguruan tinggi 

 Blok bangunan untuk penjaminan mutu dan kontrol 

meliputi: manajemen program dan operasi, 

kurikulum, konten, desain dan organisasi, 

pembelajaran dan penilaian, dukungan mahasiswa 

dan bimbingan, dan jaminan mutu dan peningkatan 

mutu.  

5 Phase TQM Motwani dan Kumar (1997),USA Mengidentifikasi masalah yang lembaga perlu 
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi Keunggulan/Keterbatasan 

Implementation Model pertimbangkan ketika menerapkan TQM di 5 fase: 

memutuskan, mempersiapkan, memulai, memperluas 

atau mengintegrasikan, dan mengevaluasi 

SPM-PT Versi Dikti 

(Indonesia) 

 Lestari (2012), Indonesia 

 Rosa (2011), Indonesia 

 Asbeni, Tohardi dan Rusdiono 

(2013), Indonesia 

 Haris (2013), Indonesia 

 Supriyanto (2008), Indonesia 

 Sutomo (2012), Indonesia 

 Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan Perguruan tinggi  secara konsisten dan 

perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi 

Perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholders 

memperoleh kepuasan (Ditjen Dikti, 2010) 

 Keunggulan: Lebih efisien dan sederhana perangkat 

dan mekanismenya karena diformulasikan secara 

khusus untuk penjaminan mutu perguruan tinggi.  

 Keterbatasan: Belum tersedianya model kebijakan 

SPM Pendidikan tinggi yang spesifik dan 

koprehensif pada Pendiidkan tinggi bidang 

kesehatan yang sinergis dengan mutu Pendidikan 

tinggi secara global dan regional.  
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Sebagian besar model dan sistem penjaminan mutu yang disajikan pada tabel 

di atas masih meminjam dari aplikasi industri. Namun ada pengecualian 

bagaimanapun, adalah model yang dikembangkan oleh Srikanthan dan Dalrymple 

(2004) dan SPM-PT dari Dikti (2010) yang hanya fokus dikembangkan pada 

lingkungan pendidikan tingi, bukan berdasarkan literatur manajerial. Fokus utama 

dari model yang diusulkan oleh Srikanthan dan Dalrymple (2004) adalah bahwa 

pengalaman belajar mahasiswa adalah kuat di pusat manajemen mutu. Sementara 

model lainnya juga mengakui pentingnya pengalaman mahasiswa dalam program 

manajemen mutu pembelajaran, beberapa mencakup berbagai kriteria kualitas 

lainnya. Misalnya, model Tam (2006) meliputi aspek kognitif dan non-kognitif 

belajar mahasiswa serta kepuasan mereka dengan lingkungan Perguruan. Model 

TQM berbasis ISO dari Borahan dan Ziarati (2002) mengacu pada praktek 

penjaminan mutu Perguruan tinggi di AS dan Inggris dan mencakup pengajaran dan 

mutu pembelajaran serta pengelolaan penjaminan mutu dan prosedur peningkatan. 

Model ini karena berpotensi lebih relevan dengan fungsi utama mengajar dan belajar 

dalam periode tertentu. Selanjutnya, penekanan ditempatkan pada peningkatan 

belajar mengajar secara terus-menerus dalam lingkungan Pebdidikan tinggi yang 

dinamis. Dalam konteks Indonesia, model SPM-PT dikembangkan untuk 

penjaminan mutu Perguruan tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Proses 

SPM-PT versi Dikti dimulai dengan penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan Perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, 

sehingga visi dan misi Perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholders 

memperoleh kepuasan (Ditjen Dikti, 2010). SPM-PT Versi Dikti memiliki 

keunggulan lebih efisien dan sederhana perangkat dan mekanismenya karena 

diformulasikan secara khusus untuk penjaminan mutu perguruan tinggi. Namun juga 

ada keterbatasan yakni belum tersedianya model kebijakan SPM-PT yang spesifik 

dan komprehensif pada Pendidikan tinggi yang sinergis dengan penjaminan mutu 

secara regional dan global, khususnya perubahan politik di bidang kesehatan yang 

berimplikasi pada penyelenggaran pendidikan tinggi bidang kesehatan seperti pada 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan.  

Adanya dampak regional dan global yang sangat kuat pada penyelenggaraan 

pendidikan tinggi bidang kesehatan sehingga yang berorientasi global menjadi 

wajib, mencapai mutu tinggi dapat dicapai dengan mendapatkan akreditasi dari 

lembaga internasional seperti Dewan Akreditasi Pendidikan Tinggi (CHEA), 

Konsorsium Eropa untuk Akreditasi (ECA) dan Global Alliance for Transnational 

Education (GATE). Dalam konteks ini, jaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan 

harus benar-benar berorientasi global dan terfokus pada klien (Haris, 2013).  
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Berdasarkan kelebihan dan keterbatasan pada celah penelitian di atas, maka 

penelitian untuk menemukan model Kebijakan SPMI dalam lingkungan Sekolah 

Tinggi dan Akademi bidang kesehatan menjadi cukup strategis untuk dikaji 

mengingat dari berbagai model kebijakan penjaminan mutu Perguruan tinggi yang 

kini berkembang belum ada yang membahas kebijakan penjaminan mutu internal 

yang spesifik namun komprehensif yang berdimensi pendidikan kesehatan. Bagi 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan kebijakan SPMI adalah sangat 

penting sebagai tool untuk integrasi dan perbaikan mutu perguruan tinggi secara 

berkelanjutan, juga SPMI adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam domain 

kebijakan publik, sebagaimana tercermin dalam bentuk-bentuk implementasi yang 

berbeda yang yang dampaknya dapat diidentifkasi dalam tindakan yang diambil oleh 

masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan.  

 

2.3 Landasan Teori 

1. Teori Organisasi 

Dalam pengertian sederhana organisasi sering diartikan sebagai kelompok 

orang yang bekerjasama dan ingin mencapai tujuan bersama. Organisasi didirikan 

karena beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang 

harus dilakukan bersama-sama, apakah tujuan itu berupa laba, pemberian 

pendidikan, sosial dan lain-lain. Menurut Robbins dan Judge (2008: 5) organisasi 

adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang 

atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian 

tujuan bersama. 

Suatu organisasi merupakan sebuah wadah yang menampung orang-orang dan 

obyek-obyek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan 

bersama. Bila organisasi sehat, bagian-bagian yang interdependen bekerja dengan 

cara yang sistematis untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Pace dan Faules, 

2001:17), Sedangkan Sutarto (2002:40) menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem 

saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Teori organisasi menurut Robbins (1994) adalah teori yang mengkaji struktur, 

fungsi dan performansi organisasi beserta perilaku kelompok dan individu 

didalamnya dalam mencapai tujuan yang luas dan rumit. Organisasi adalah kesatuan 

(entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif 

dapat di identifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 

mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

Definisi organisasi tersebut, kemudian diuraikan oleh Robbins (1994) sebagai 

berikut: 
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a. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. 

Kesatuan sosial berarti bahwa unit terdiri dari orang atau kelompok orang yang 

berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam suatu 

organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. 

Organisasi merupakan kesatuan sosial maka pola interaksi para anggotanya harus 

diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (redundancy) 

namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Hasil 

akhirnya adalah untuk mengkoordinasikan pola interaksi manusia. 

b. Sebuah organisasi mempunyai batasan yang relative dapat diidentifikasi. 

Batasan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun 

sebuah batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota 

dan bukan anggota. Batasan cenderung dicapai melalui perjanjian yang eksplisit 

maupun implisit antara para anggota dan organisasinya. Pada kebanyakan hubungan 

kepegawaian terdapat sebuah perjanjian yang implisit di mana pekerjaan itu ditukar 

dengan pembayaran upah. Pada organisasi sosial atau suka rela para anggota 

member kontribusi dengan imbalan prestise, interaksi sosial, atau kepuasan dalam 

membantu orang lain. Tetapi setiap organisasi mempunyai batasan yang 

membedakan antara siapa yang menjadi bagian dan siapa yang tidak menjadi bagian 

dari organisasi tersebut. 

c. Orang-orang di dalam sebuah organisasi mempunyai suatu keterikatan yang 

terus menerus. Rasa keterikatan ini tentunya bukan berarti keanggotaan seumur 

hidup. Sebaliknya organisasi menghadapi perubahan konstan di dalam keanggotaan 

mereka meskipun pada saat mereka menjadi anggota orang-orang dalam organisasi 

berpartisipasi secara relatif teratur. Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan 

bersama dan tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu 

yang bekerja sendiri atau jika mungkin hal tersebut dicapai secara lebih efisien 

melalui usaha kelompok. Tidak perlu semua anggota mendukung tujuan organisasi 

secara penuh namun definisi tersebut diatas menyatakan adanya kesepakatan umum 

mengenai misi organisasi. 

 

2. Kebijakan Publik 

Secara epistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris “policy”. 

Menurut Carl Friedrich dalam Wahab (2001:3) kebijakan merupakan suatu tindakan 

yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
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Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan 

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun 

pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari 

peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal 

tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-

praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan 

tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. 

Jones dalam Irawanto (2013:40) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Salah satu 

proses kebijakan publik adalah implementasi, lazimnya implementasi dipahami 

sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. 

Kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari 

pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk 

tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132). 

 

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Secara etimologis menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2005) 

menyebutkan bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to 

implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) 

berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to 

implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. 

Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2005) juga mendefinisikan 

implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan 

kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi 

ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan 



49 

 

 

 

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan 

keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 

Tahjan (2008: 24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat 

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesayan suatu 

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila 

dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik 

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan 

publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk 

mencapai tujuan kebijakan. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa dkk, 1994: 

15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012: 

101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian 

luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Menurut Dwijowijoto (2004: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak 

kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan 

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Implementasi kebijakan menurut pendapat tersebut, tidak lain berkaitan 

dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk 

program-program serta melalui derivat. Derivat atau turunan dari kebijakan publik 

yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 

dua pilihan yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program–

program atau melalui formula kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Secara umum dapat digambarkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Implementasi Kebijakan (Nugroho, 2008) 

 

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh 

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.  

Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan implementasi 

kebijakan yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Menurut 

Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yang terdiri dari: (1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan 

kebijakan; (2) sumber-sumber (sumber daya); (3) karakteristik organisasi pelaksana; 

(4) sikap para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan; (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lebih spesifik 

Van Meter dan Van Horn menekankan pada kinerja kebijakan. Secara skematis, 

model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan 

dalam Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Van Meter danVan Horn (Nugroho, 2008) 

 

Menurut Van Meter danVan Horn dalam Winarno (2012:10) menjelaskan 

bahwa dengan menggunakan model ini masih memiliki harapan yang lebih besar 

untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-

keputusan kebijakan dilaksanakan. Selanjutnya menurut Daniel A. Mazmanian dan 

Paul A. Sabatier terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal dalam implementasi kebijakan publik dibagi kedalam kategori 

yang terdiri dari: (1) the tractability of the problem being dresessed; (2) the ability of 

the statute favorably the implementations process; (3) the ability of the statute 

favorably the implementations process. 

 

4. Konsep Mutu 

a. Mutu Internal Pendidikan Tinggi 

Mutu dapat dipandang sebagai proses sehingga mutu dimaknakan sebagai 

proses yang tersusun untuk peningkatan output yang dihasilkan. Dengan demikian 

hasil akhir dari mutu adalah produk (Arcaro, 1995: 55). Sedangkan menurut 

Marsono (2004: 2), mutu merupakan kondisi yaitu merupakan sekumpulan sifat 

khas suatu barang atau jasa yang harus sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam 

konteks ini Marsono menegaskan bahwa untuk menghasilkan sebuah jasa 

pendidikan yang bermutu harus diperjelas lebih dahulu apa dan seperti apa mutu 

yang diinginkan oleh pengguna.  
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The Quality Assurance Association (2004) menyatakan bahwa suatu kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dipandang bermutu apabila pendidikan tinggi 

mampu menyediakan peluang pembelajaran yang terbaik yang dapat dimanfaatkan 

untuk membelajarkan mahasiswa mencapai tujuan. Dengan demikian mutu 

akademik menyangkut kepastian tentang kesesuaian dan pembelajaran yang efektif, 

dukungan, penilaian, dan pemberian peluang belajar bagi mahasiswa.  

Penjaminan mutu dalam pemaknaan yang lebih bercorak transformatif, dapat 

dimaknakan sebagai perubahan kualitatif dan terus menerus berlangsung secara 

meningkat. Untuk menuju mutu dalam pengertian ini, maka dalam penerapannya 

dalam sektor pendidikan tinggi, penjaminan mutu membutuhkan  dua hal yaitu 

adanya pemberdayaan bagi pihak yang turut serta dalam proses pendidikan dan juga 

peningkatan pelaksana pendidikan. Atas dasar itu maka mutu lulusan dari sebuah 

perguruan tinggi seharusnya mempunyai kemampuan bukan sekedar nilai 

tambah/keunggulan tetapi mempunyai cakupan area yang lebih luas yang 

menyangkut: pengetahuan, kemampuan untuk selalu belajar, ketangguhan dalam 

keintelektualan, kemampuan kerja didalam organisasi atau lembaga yang modern, 

ketrampilan interpersonal dan juga kemampuan berkomunikasi secara efektif dan 

persuasif (Harvey, 1996: 1).  

Menurut Dirjen Dikti (2010), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di 

suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang 

bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan 

sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari 

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Dalam 

konteks ini, Mutu berarti keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuan masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di 

Provinsi DIY dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan 

stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. Dan 

Penjaminan Mutu didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar 

mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 

 

b. SPMI di Lingkungan Perguruan Tinggi 

a) SPMI 

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di 

perguruan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 

2016 Tentang SPM Dikti. 
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SPMI tidak bertujuan „mendikte‟ perguruan tinggi agar menjalankan proses 

penjaminan mutu seperti diuraikan di dalamnya, melainkan bertujuan memberikan 

inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di 

suatu perguruan tinggi. Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap 

perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, 

visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah 

dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola 

kepemimpinan. Kebijakan untuk tidak „mendikte‟ perguruan tinggi pernah 

dikemukakan oleh Goedegebuure et al (1993): 

“It has been suggested that the more governments move in the direction of 

self regulation and steering at a distance, the more they will seek toĵ 

promote the strengthening of managerial authority within institutions as 

well as improved systems of accountability”.  

 

Mengenai posisi dan arti penting SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat 

dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak 

tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada 

penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, 

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu perguruan tinggi tersebut. 

Agar eksistensinya terjamin, maka setiap perguruan tinggi harus menjalankan SPMI 

dalam kerangka SPMPT sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No 60 

Tahun 2016.  Perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa mampu 

memenuhi kebutuhan stake-holders yang senantiasa berkembang, maka SPMI juga 

harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (continuous 

quality improvement).  

Adapun berbagai unsur yang pada umumnya terkandung di dalam  suatu 

perguruan tinggi yang masing-masing dimuat ke dalam satu naskah/dokumen/buku, 

antara lain; (1) Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan, berisi antara lain tentang definisi, 

konsep, tujuan, strategi, jenis standar, prioritas SPMI; (2) Naskah/Dokumen/Buku 

Manual, berisi antara lain tentang mekanisme perencanaan, penerapan, 

pengendalian, dan pengembangan standar, serta internal stakeholders yang 

menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI; (3) Naskah/Dokumen/Buku 

Standar, berisi antara lain tentang rumusan substansi atau isi setiap standar yang 

digunakan dalam SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk delapan 

standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standart 

Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) 

Naskah/Dokumen/Buku Formulir, berisi antara lain tentang berbagai formulir yang 
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digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

standar di dalam SPMI. 

 

b) Konsep SPMI 

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila (Dirjen Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, 2016): (1) Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan 

visinya ; (2) Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah 

standar dan standar turunan; (3) Perguruan tinggi mampu menerapkan, 

mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam 

butir buntuk memenuhi kebutuhan stakeholders.  

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu menetapkan, menerapkan 

mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatu 

sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. 

 

c) Tujuan SPMI 

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, 

yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi, 

serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan melalui SPMI, 

untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui SPME oleh BAN-PT atau lembaga 

mandiri yang diakui Pemerintah, LAM PT untuk prodi prodi bidang kesehatan. 

Dengan demikian, peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan 

dapat diwujudkan secara komprehensif melalui SPM-PT seperti yang disajikan pada 

Gambar 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme SPM Dikti 
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d) Strategi SPMI 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tujuan dilaksanaknnya SPM Dikti 

adalah untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan 

sehingga tumbuh Budaya mutu di setiap Perguruan Tinggi bidang kesehatan, 

Dengan demikian, implementasi SPM dikti dengan struktur seperti tersebt diatas 

harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistimatik dan 

berkelanjutan. 

Satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, 

terdiri dari ; 

1. Standar Nasional Pendidikan 

2. Standar Nasional Penelitian 

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampui SN 

Dikti meliputi ; 

1. Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan 

2. Standar Pendidikan Tinggi bidang non akademik 

 

e) Konsep Manajemen SPMI (PPEPP) 

SPMI dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan 

dengan berdasarkan pada model PPEPP yang dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Siklus PPEPP 

 

1. Penetapan Standar Dikti 

Tahap penetapan Standar Dikti merupakan, yaitu kegiatan penetapan standar 

atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh 

perguruan tinggi, penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai 
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sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Dikti, tetapi mulai dari tahap 

perumusan Standar Dikti.  

Langkah dalam penetapan Standar Dikti adalah: 

1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Dikti, 

antara lain: 

a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;  

b. Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;. 

c. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; 

d. Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats);  

2) Memperhatikan peraturan perundang-undangan karena seluruh Standar Dikti 

dalam SPMI tidak boleh melanggarnya. Salah satu yang penting adalah 

Permendikbud tentang SN Dikti sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi 

wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi SN 

Dikti itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi mutlak diperhatikan 

karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam 

seluruh Standar Dikti dalam SPMI; 

3) Melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika 

dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif 

lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan 

Nasional SPM Dikti.  

4) Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan 

internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai 

saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam 

merumuskan Standar Dikti; 

5) Merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras 

unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan 

dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana 

diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar 

dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur 

ABCD, yaitu Audience (subjek), Behaviour (predikat), Competence (objek), dan 

Degree (keterangan); 

6) Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal 

setelah perumusan Standar Dikti selesai untuk mendapatkan saran perbaikan 

sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti tersebut; 
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7) Melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti dengan memperhatikan hasil uji 

publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar 

Dikti; 

8) Menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti tersebut dengan peraturan 

pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta 

Perguruan Tinggi.  

 

2. Pelaksanaan Standar Dikti 

Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran 

yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan Tinggi menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara 

tertulis dalam SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan 

dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan Standar Dikti dan bagaimana 

pelaksanaan Standar Dikti tersebut. Pihak yang melaksanakan Standar Dikti adalah 

audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti. Subjek ini 

dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Dikti. Subjek tersebut 

dapat berupa pemimpin perguruan tinggi, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa.  

Beberapa pelaksanaan Standar Dikti dapat disampaikan sebagai berikut  

a. Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) 

mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah 

pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus 

melaksanakan standar itu adalah dosen; 

b. Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “Ketua membuat rencana rekrutasi dan 

seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang 

diusulkan oleh Ketua Prodi”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan 

standar itu adalah Ketua dan Ketua Prodi. Sekalipun Audience telah dicantumkan 

dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras 

secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar 

tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh Audience.  

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti 

Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara 

luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang 

terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dalam tahap dari siklus SPMI ini adalah 

asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari 
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pelaksanaan setiap Standar Dikti dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, 

evaluasi atas pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI dapat berbentuk: 

a. Diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau 

kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut; 

b. Formative evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) 

proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila 

ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak 

terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar; 

c. Summative evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir 

pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, 

keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar. Termasuk ke 

dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila 

summative evaluation dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau 

accreditation.  

d. Melakukan evaluasi oleh Audience dari setiap Standar Dikti. Contoh, setiap 

dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti 

yang pelaksanaanya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi harus dilakukan 

oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari Standar Dikti dan sebagai 

bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi 

perguruan tinggi pada unit masing-masing.  

e. Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan Audience dari Standar Dikti dan 

tidak berasal dari unit internal Audience walaupun pihak lain ini masih berasal dari 

perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan 

Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit 

Internal perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti 

oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan 

tinggi; 

f. Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME 

atau Akreditasi sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi 

Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam 

bidang keuangan.  

Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan setiap 

Standar Dikti dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap Standar 

Dikti.  
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4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti 

Pengendalian Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau 

ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh 

perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian 

Pelaksanaaan Standar Dikti ini merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh 

dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap 

hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang 

direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah 

pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar 

ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat 

menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus 

dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif 

atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam 

standar.  

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil 

evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil 

evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, 

peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan 

mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus 

didasarkan pada isi setiap Standar Dikti.  

 

5. Peningkatan Standar Dikti 

Peningkatkan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran 

yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar atau 

ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Tahap 

peningkatan Standar Dikti ini merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan 

isi atau luas lingkup Standar Dikti dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut kaizen 

atau Continuous Quality Improvement dan akan dapat dilakukan apabila masing-

masing Standar Dikti telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI.  

Peningkatan Standar dilakukan dengan bebearapa cara antara lain:  

a. Pengamatan.  

b. Diskusi dengan para pemangku kepentingan.  

c. Forum pertemuan ilmiah 

d. Analisis SWOT 
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2.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Perguruan Tinggi 

Bidang Kesehatan di Yogyakarta 

Kebijakan Perguruan Tinggi adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, 

tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan 

pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah 

Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. 

Lazimnya, kebijakan Perguruan Tinggi dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan 

dalam Rencana Stratedis (Renstra) Perguruan Tinggi. 

Kebijakan SPMI-Perguruan Tinggi adalah dokumentasi tertulis berisi garis 

besar penjelasan tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, 

dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi 

kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. 

Singkatnya, dalam dokumen ini ada penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, 

tujuan, strategi, prinsip, dan arah Perguruan Tinggi untuk menjamin dan 

meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi 

dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.  

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi (Kebijakan Mutu) 

bermanfaat untuk: 

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang 

SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas padat namun utuh dan 

menyeluruh; 

2. Menjadi dasar bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI Perguruan 

Tinggi; 

3. Membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan 

terdokumentasikan.


